
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.770, 2012 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 
Layanan Informasi. Dokumentasi. Pengelolaan.  

 
PERATURAN  MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 45 TAHUN 2012 

TENTANG 
PENGELOLAAN LAYANAN  INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA                                

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan 
pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di 
lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi agar menghasilkan Layanan Informasi 
Publik yang terbuka, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi;  

Mengingat : 1.  Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

                4.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5286); 

6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah 
diubah,  terakhir dengan Peraturan Menteri  Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 
2012;  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 
INDONESIA. 

Pasal 1 
Pengaturan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
bertujuan memberikan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam 
memberikan Layanan Informasi Publik. 

Pasal 2 
Pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 3  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Juli 2012  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AZWAR ABUBAKAR 

 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN  
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